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KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 591 /IL.O1/HK/2019

TENTANG

[ZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI 38 DAN 39 KOTA BANDAR LAMPUNG

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

bahwa untuk memenuhi kebutuhan siswa lulusan
Sekolah Dasar dalam rangka wajib belajar pendidikan
dasar sembilan tahun , maka diperlukan pendirian
Sekolah Menengah Pertama Negeri;

bahwa pendirian satuan pendidikan dilakukan oleh
Pemerintah Kota Bandar Lampung berdasarkan
persyaratan pendirian satuan pendidikan dengan
melampirkan hasil studi kelayakan dan data pendukung;

bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di
atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandar
Lampung.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun
1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun
1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah
Tingkat | Sumatra Selatan sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas-Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tanjungkarang-Telukbetung, ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3213 );
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